


Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang
Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun
2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5731);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang
Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di
Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5208);

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor
KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor PM 130 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1400);
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c) pelayanan penerimaan/penyerahan; dan

d) pelayanan tambahan.

tarif pelayanan bongkar muat kendaraan dan
Barang secara Ro-Ro (Roll On-Roll Offf di Terminal
Ro-Ro, terdiri atas kegiatan:

a) dermaga,;

b) naik/turun kendaraan;

c) penumpukan/penyimpanan di lapangan,;

d) stevedoring;

e) perencanaan lapangan;

f) monitoring/supervisi;

g) timbangan; dan

h) pelayanan tambahan.

c. tarif pelayanan jasa penumpang di Terminal penumpang,

terdiri atas:

1.

2.

pelayanan ruang tunggu dan fasilitas penunjang
penumpang; dan

penanganan barang bawaan penumpang.

Pasal 9

Tatanan waktu dan satuan ukuran dari setiap jenis pelayanan

jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

ditetapkan sebagai berikut:

a. pelayanan jasa Kapal, terdiri atas:

1.

labuh, dihitung berdasarkan ukuran Kapal dalam
Gross Tonnage (GT) dengan satuan GT per
kunjungan Kapal,

pemanduan, dihitung berdasarkan ukuran Kapal
yang dipandu dalam Gross Tonnage (GT) dengan
satuan GT per gerakan dikaitkan dengan jarak
pemanduan dan tingkat resiko dengan rumusan:
((GT x tarif variabel) + tarif tetap) x gerakan,
penundaan, dihitung berdasarkan jumlah Kapal
yang menunda dikali ukuran Kapal yang ditunda
dalam Gross Tonnage (GT) dengan satuan GT per
jam, dengan rumusan: ((GT x tarif variabel) + tarif

tetap) x jam x unit kapal tunda));
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Tarif pelayanan jasa penggunaan alur-pelayaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a angka 5
dikenakan oleh BUP kepada Kapal yang menggunakan
alur-pelayaran yang dibangun dan/atau dipelihara serta
dioperasikan oleh BUP.

Tarif pelayanan jasa labuh dan jasa penggunaan alur-
pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) dituangkan dalam perjanjian konsesi, kecuali
pelaksanaan pemeliharaan kolam Pelabuhan dan alur-

pelayaran  yaitu  penugasan dari Penyelenggara
Pelabuhan.

Pasal 14

Kapal angkutan laut berbendera Indonesia yang

melakukan kegiatan angkutan laut dalam negeri yang

mengangkut Barang ekspor/impor dengan kegiatan alih
muat (transhipment) di Pelabuhan dalam negeri
dikenakan tarif pelayanan jasa Kapal dalam negeri.

Kapal angkutan laut berbendera Indonesia:

a. yang melakukan kegiatan angkutan laut dalam
negeri yang mengangkut barang muatan ekspor
impor atau muatan barang dari luar negeri atau
sebaliknya, terhadap pelayanan di Pelabuhan dalam
negeri dikenakan tarif jasa Kapal angkutan laut luar
negeri,

b. yang melakukan kegiatan angkutan laut dari
Pelabuhan dalam negeri ke Pelabuhan dalam negeri
lainnya yang tidak mengangkut Barang muatan
ekspor impor atau sebaliknya, terhadap pelayanan
di Pelabuhan dalam negeri lainnya dikenakan tarif
jasa Kapal angkutan laut dalam negeri; dan

c. yang mengangkut Barang ekspor/impor dengan
kegiatan alih muat (transhipment) di Pelabuhan
dalam negeri dikenakan tarif pelayanan jasa Kapal

dalam negeri.
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BAB VII
MEKANISME PENETAPAN TARIF PELAYANAN JASA
KEPELABUHANAN

Pasal 16
Penetapan besaran tarif jasa kepelabuhanan pada
terminal yang pelayanan jasanya diberikan oleh Otoritas
Pelabuhan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
dengan tetap berpedoman pada jenis, struktur, dan
golongan tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri
ini.
Penetapan besaran tarif jasa kepelabuhanan pada
Pelabuhan yang diselenggarakan oleh Unit Penyelenggara
Pelabuhan yang dibentuk oleh pemerintah ditetapkan
dengan Peraturan Pemerintah dengan tetap berpedoman
pada jenis, struktur, dan golongan tarif yang ditetapkan
dalam Peraturan Menteri ini.
Penetapan besaran tarif jasa kepelabuhanan pada
Pelabuhan yang diselenggarakan oleh Unit Penyelenggara
Pelabuhan yang dibentuk oleh pemerintah provinsi
ditetapkan dengan peraturan daerah provinsi dengan
tetap berpedoman pada jenis, struktur, dan golongan
tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini.
Penetapan besaran tarif jasa kepelabuhanan pada
Pelabuhan yang diselenggarakan oleh Unit Penyelenggara
Pelabuhan yang dibentuk oleh pemerintah
kabupaten/kota ditetapkan dengan peraturan daerah
kabupaten/kota dengan tetap berpedoman pada jenis,
struktur, dan golongan tarif yang ditetapkan dalam
Peraturan Menteri ini.
Penetapan besaran tarif pelayanan jasa kepelabuhanan
pada Terminal yang pelayanan jasanya diusahakan oleh
BUP ditetapkan oleh BUP berdasarkan jenis, struktur,

dan golongan tarif yang ditetapkan dalam Peraturan

Menteri ini.













-35-

Pasal 19

Besaran tarif pelayanan jasa penumpang pada Pelabuhan

yang pengusahaan jasa kepelabuhanannya dilakukan

oleh 1 (satu) BUP, ditetapkan oleh BUP tanpa harus
dikonsultasikan kepada Menteri.

Besaran tarif pelayanan jasa penumpang sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Menteri

dengan melampirkan:

a. hasil perhitungan biaya pokok, perbandingan tarif
yang Dberlaku dengan biaya pokok, kualitas
pelayanan yang diberikan dan dapat dilengkapi
dengan data tarif yang berlaku di Pelabuhan laut
baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri yang
mempunyai jenis dan tingkat pelayanan yang relatif
sama; dan

b. telaahan dan justifikasi usulan kenaikan tarif

terhadap beban pengguna jasa.

Pasal 20

Penetapan besaran tarif jasa kepelabuhanan oleh BUP

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5), bagi

Terminal sejenis yang pengusahaan jasa

kepelabuhanannya dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) BUP

dalam 1 (satu) pelabuhan, ditetapkan oleh BUP tanpa
harus dikonsultasikan kepada Menteri.

Besaran tarif jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), dilaporkan kepada Menteri dengan

melampirkan:

a. hasil perhitungan biaya pokok, perbandingan tarif
yang berlaku dengan biaya pokok, kualitas
pelayanan yang diberikan dan dapat dilengkapi
dengan data tarif yang berlaku di Pelabuhan laut
baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri yang
mempunyai jenis dan tingkat pelayanan yang relatif

sama;
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(3) Setelah dilakukan evaluasi terhadap pengajuan
tambahan tarif pelayanan peti kemas, Menteri
memberikan arahan dan pertimbangan secara tertulis
kepada perwakilan perusahaan angkutan laut asing
(owners representative) atau Dewan Pengurus Pusat
Indonesia National Ship owners Association (INSA).

(4) Tarif yang dipungut oleh perwakilan perusahaan
angkutan laut asing (owners representative) atau Dewan
Pengurus Pusat Indonesia National Ship owners

Association (INSA) dilaporkan kepada Menteri.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27
Direktur Jenderal melaksanakan pembinaan dan pengawasan

teknis terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini.

Pasal 28
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan
Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2013 tentang Jenis,
Struktur, dan Golongan Tarif Jasa Kepelabuhanan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 281),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2014 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun
2013 tentang Jenis, Struktur, dan Golongan Tarif Jasa
Kepelabuhanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 492), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.







